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Menjelang Deadline Penyerahan'Laporan Keuangan Pemda ke BPK 31 Maret

Ada Kesalahan yang Dapat Diterima

Ini siklus akuntabilitas
tahunan pemda. Sebagai
pengelola anggaran
negara, pemda wajib
melapor ke BPK.

Frider Sinaga, auditor
BPK Perwakilan Nusa
Tenggara Barat (NTB),
mengulas hal ini. Dia
juga menggarisbawahi
semangat positif pemda
untuk lebih akuntabel
secara keuangan.

BERDASAR UU Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara,
pemerintah daerah wajib meny-
ampaikan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungja-
waban pelaksanaan APBD ke-
pada DPRD berupa laporan ke-
uanganyang telah diperiksa Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), selam-
bat-lambatnya 6 (enam) bulan se-
telah tahun anggaran berakhir.

Pemda memiliki batas waktu
sampai dengan 31 Maret untuk
menyerahkan laporan keuangan
kepada BPK. Selanjutnya BPK di-
beri waktu paling lambat dua bu-
lan untuk memeriksa laporan ke-
uangan tersebut.

Laporan keuangan yang dxsusun
pemda minimal terdiri atas lapor-
anrealisasianggaran (LRA), neraca,
laporan arus kas (LAK), dan catat-
an atas laporan keuangan (CALK).
LRA berisi informasi mengenai
anggaran dan realisasi pendapa-
tan, anggaran dan realisasi be-
lanja, penerimaan pembiayaan,
dan pengeluaran pembiayaan
selama satu tahun anggaran.

Neraca berisi informasi menge-
nai posisi aset (harta), kewajiban
(utang), dan ekuitas pada akhir
tahun, sedangkan LAK berisi
informasi tentang jumlah dana
yang diterima dan yang dikelu-
arkan pemda dari kas daerah
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SBY TERIMA LAPORAN BPK: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima ikhtisar Hasil
Pemeriksaan BPK Tahun 2012 dari Ketua BPK Hadi Purnomo di Istana Negara.

Perkembangan Opini
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selama satu tahun anggaran.
Informasi keuangan yang terda-
pat di LRA, neraca, dan LAK
selanjutnya dijelaskan lebih ter-
perinci dan luas pada CALK.
Laporan keuangan yang disusun
pemda harus diperiksa oleh lem-
baga pemeriksa eksternal (BPK)
agar informasi keuangan yang
disajikan objektif dan bebas da-
ri salah saji yang material sehing-
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ga pengguna laporan tidak di-
sesatkan. Hasil pemeriksaan BPK
akan memberikan jaminan yang
memadai (reasonable assuran-
ce) bahwa informasi dalam la-
poran keuangan itu telah se-
suai standar akuntansi pemerin-
tahan dan ketentuan lain.

Para pembaca Jawa Pos perlu
berhati-hati bahwa pemeriksaan
BPK tidak ditujukan untuk mem-

berikan jaminan mutlak (absolute
assurance) bahwa informasi yang
disajikan dalamlaporan keuangan
bebas 100 persen dari salah saji
atau tidakada penyimpangan lain.
Itu sebabnya, dalam terminologi
pemeriksaan keuangan. terdapat
istilah kesalahan yang dapat dite-
rima (tolerable error) dan signi-
fikansi nilai penyimpangan atau
tingkat materialitas (materiality).

Pemeriksaan BPK atas laporan
keuangan pemda akan mengha-
silkan opini. Opini adalah pernya-
taan profesional sebagai kesim-
pulan pemeriksa mengenai ting-
kat kewajaran informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan.
Ada empat;jenis opini, yaitu opi-
niwajar tanpa pengecualian (WTP)

atau unqualified opinion, wajar

dengan pengecualian (WDP) atau

qualified opinion, tidak wajar

(adverse opinion), dan tidak
memberikan pendapat (TMP)
atau disclaimer opinion.

Opini tersebut diberikan dengan
mempertimbangkan empat faltor,

yaitu efektivitas sistem pengenidalian
intern, kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintahan, kecuku-
pan pengungkapan informasi
keuangan (adequate disclosure),
dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Jika kita’ rnengamatl perkem—
bangan opini atas laporan keu-
angan pemerintah daerah (LKPD)
dalam lima tahun terakhir, terda-
pat peningkatan jumlah opini WDP
dan WTP. Pada LKPD 2007, per-
sentase opini WTP hanya satu
persen. Namun, pada tahun-tahun
berikutnya persentasenya mulai
meningkat meski belum signifikan
dibandingkan total LKPD. Pada
2008 dan 2009, LKPD yang mem-
peroleh opini WTP naik menjadi
3 persen (13 LKPD) dan pada 2010
naik menjadi 7 persen (34 LKPD)
serta 2011 naik cukup tinggi men-
jadi 16 persen (67 LKPD).

Jika jumlah opini WTP mening-
kat, sebaliknya jumlah opini yang
buruk (TW dan TMP) menurun.
Pada LKPD 2007, persentase
opini yang buruk (TW dan TMP)
adalah 39 persen. Pada 2008 jum-
lahnya turun menjadi 30 persen.
Pada 2009 relatif sama dengan
2008 sebesar 31 persen, 2010 tu-
run lagi menjadi 27 persen, dan

" 2011 tinggal 10 persen.

Perbaikan opini LKPD menun-
jukkan bahwa pemda di seluruh
Indonesia berupaya untuk mem-
perbaiki tata kelola keuangannya.
Beberapa terobosan pemda dalam
memperbaiki tata kelola keuangan-
nya. Misalnya, merekrut danme-
latih tenaga andal di bidang keu-
angan negara, memperbaiki sistem
akuntansi dengan menggunakan
perangkat teknologi informasi,
menetapkan peraturan tentang
kebijakan akuntansi, menertibkan
dan mengamankan aset-aset dae-
rah, serta menerapkan penggu-
naan kas daerah yang terencana. -

Bagaimana perkembangan opini
LKPD 2012 yang saat ini mulai di-
periksa BPK? Mari kita tunggu ha-
silnya. (akuntabilitas.jpip.or.id)
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